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Abstract

This study aims to describe the implementation of the government employee recruitment
policy with work agreement (PPK) for honorary elementary school teachers in the Education
and Culture Office of Banyuasin Regency. Qualitative research method with research subjects
including Head of Education Office, Head of Regional Personnel Agency, Head of GTK/PTK
Division, Head of Section, Principal and Elementary School Teacher. Data analysis uses
source triangulation, technical triangulation, and member check triangulation. The results of
the study indicate that describing the implementation of the government employee recruitment
policy with a work agreement (PPK) for honorary elementary school teachers at the Banyuasin
Regency Education and Culture Office in terms of bureaucratic structure, resources,
communication in the implementation of the PPK recruitment policy and diapsospdi runs well.
Inhibiting factors include aspects of facilities and infrastructure such as computers that are
not functioning, disrupted internet network signals, and server errors. This study recommends
improving communication, allocating adequate resources, strengthening commitment to
school principals, and enforcing transparency in policy implementation.
Keywords: Implementation, PPK, Recruitment

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penerimaan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPK) guru SD honorer di Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Banyuasin. Metode penelitian kualitif dengan subjek penelitian
meliputi Kepala dinas pendidikan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Bidang
GTK/PTK, Kepala Seksi, Kepala Sekolah dan Guru SD. Analisis Data menggunakan
triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi member check. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa mendeskripsikan implementasi kebijakan penerimaan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja (PPK) guru SD honorer di Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dari segi struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi
dalam implementasi kebijakan penerimaan PPK dan diapsospdi berjalan dengan baik. Faktor
penghambat melipusti aspek sarana dan prasarana seperti komputer yang tidak berfungsi,
sinyal jaringan internet yang terganggu, dan server eror. Penelitian ini merekomendasikan
untuk meningkatkan komunikasi, mengalokasikan sumber daya yang memadai, memberikan
penguatan komitmen kepada kepala sekolah, dan menegakkan transparansi dalam
implementasi kebijakan.
Kata Kunci: Implementasi, Penerimaan, PPK

I. PENDAHULUAN melaksanakan tugasnya sehingga mampu
Pengelolaan sumber daya manusia berkontribusi pada pencapaian tujuan dan
dilakukan untuk memotivasi dan juga sasaran organisasi. Organisasi membutuhkan

meningkatkan produktivitas pegawai dalam pegawai yang jujur, kompeten dan
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berdedikasi. Sumber Daya  Manusia
merupakan sebuah aset utama suatu
organisasi dalam merancang dan

melaksanakan kegiatan di dalam organisasi
tersebut. SDM di instansi harus diatur dengan
matang dan professional supaya tercapainya
kesepadanan diantara keperluan pegawai atas
tuntutan serta kecakapan instansi (Putra,
2019).

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan
tugas Dasar

pemerintah. hukum yang

mengatur mengenai penetapan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
yaitu tertuang dalam Permen Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia yang terbaru Nomor 14
Tahun 2023 tentang pengadaan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja untuk
jabatan fungsional guru pada tahun 2023.
Masuknya Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bagian dari
ASN ini

akselerator

diharapkan

upaya
profesionalisme ASN (Sulistyo, 2015).

mampu  menjadi

dalam mewujudkan

Kebijakan pengangkatan guru honorer
dengan pola kebijakan PPPK merupakan
dalam  memenuhi

langkah  strategis

kekurangan guru pada satuan Pendidikan dan

alternatif pengakatan ASN yang tidak lagi
membuka jalur pengangkatan ASN dengan
status PNS. Kehadiran guru PPPK dapat
memperlancar kegiatan penyelenggaraan
proses pendidikan di satuan pendidikan baik
tingkat dasar maupun Tingkat menengah
sehingga peserta didik dapat menerima
layanan Pendidikan yang layak sebagaimana
amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31
ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak
mendapat pendidikan.

Keberadaan guru tidak luput juga dari
ruang kebijakan pemerintah. Anomali yang
terjadi adalah tidak seimbangnya antara
ketersediaan guru yang sudah disediakan
pemerintah baik yang berstatus Pegawai
Negeri Sipil (PNS) /paratur Sipil Negara
(ASN) kebutuhan yang

dibutuhkan Sehubungan dengan peran dan

dengan guru
posisi, sehingga memaksa satuan pendidikan
(Kepala Instansi) melakukan pengangkatan
guru honorer. (Fauz, H dan Syafar, D, 2017).

Menurut Aliyyah (2017) dalam konsep
sumber manusia,

manajemen daya

manajemen sumber daya manusia merupakan
yang
memfokuskan perhatiannya pada pengaturan

bagian dari ilmu manajemen
peranan sumber daya manusia dalam kegiatan
suatu lembaga pendidikan. Sumber daya
manusia yang bermutu dapat menjadikan
tenaga pendidik yang berwawasan dan
berpengetahuan  luas

sehingga  dapat
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mengikuti pendidikan (Kepala Instansi)
melakukan pengangkatan guru honorer.
(Fauz, H dan Syafar, D, 2017).

Menurut Aliyyah (2017) dalam konsep
manajemen sumber daya manusia, nanajemen
sumber daya manusia merupakan bagian dari
yang
pengaturan

ilmu  manajemen memfokuskan

perhatiannya pada peranan
sumber daya manusia dalam kegiatan suatu
lembaga  ndidikan. Dalam meningkatkan

kualitas kinerja tenaga pendidik yang
professional dapat dilakukan dengan cara
pendidik.

pemberdayaan pendidik dapat dilakukan

pemberdayaan tenaga

dengan perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, dan pengawasan.
data Pemerintah
tahun 2021-2023

bahwa jumlah pelamar tenaga honorer yang

Berdasarkan
Kabupaten Banyuasin
ingin  mengikuti  pelaksanaan  seleksi
rekrutmen
Perjanjian Kerja (PPPK) di

Banyuasin sebanyak 5.493 orang

Pegawai Pemerintah dengan

Kabupaten

Data tersebut di atas menunjukkan

angka pelamar guru honorer yang
menjadi peserta PPPK cukup banyak artinya
animo masyakart terdidik dari bidang

keguruan sangat minat untuk mengikuti dan
berkeinginan menjadi tenga PPPK. Dengan
besar animo tersebut tentu memberikan suatu
keuntungan terhadap pemenuhan kebutuhan

akan kekurangan guru yang ada di satuan

Pendidikan di Kabupaten Banyuasin tetapi
bisa memunculkan permasalahan biulam
proses perekrutan PPPK dari tenaga honor ini
tidak sesuai denan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan hasil pengamatan awal
PPPK

menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten

ternadap pelaksanaan kegiatan
Banyuasin mengalami beberapa problematika

seperti pada saat proses pelaksanaan
perekrutan, seperti tidak sesuainya jumlah
formasi yang tersedia dengan banyaknya
tenaga honorer yang ingin melamar PPPK
sebab kondisi di lapangan menunjukkan
cukup banyak nomenklatur jenis pegawai di
instansi pemerintah selain PNS dan PPPK,
Tenaga Anhli,
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
(PPNPN), Pegawai Kontrak, Pegawai Tidak
(PTT),

Sukarelawan, dan sebagainya, dengan tingkat

seperti: Tenaga Honorer,

Tetap Tenaga  Pendamping,
pendidikan, keahlian dan standar gaji yang
berbeda-beda.

Permasalahan tersebut di atas sejalan
dengan permasalahan penyelenggaraan PPPK
tahun 2021 yang dimuat pada harian Kompas
bahwa permasalahan dalam penyelenggaraan
PPPK Guru Tahun 2021 antara lain 1.
kesimpangsiuran standar  rosedur terkait
jadwal dan perlengkapan yang dikeluarkan
pelaksana pusat 2. kisi-kisi yang tidak sesuali
3. soal di kompetensi teknis 4. rasio kesulitan

5. waktu pengerjaan yang tidak sebanding
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hingga nilai ambang batas yang ditetapkan

Kementerian ~ Pendayagunaan  Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi
(https://www.kompas.com/edu/read/2021/09
124/ 142600571/komisi-x-dpr-pppk-guru-
bermasalah-aturan-harus-menyesuaikan-

masyarakat).

Sedangkan  menurut  Perhimpunan
Pendidikan dan Guru (P2G) menemukan
beberapa kendala selama proses seleksi PPPK
2021 Mulai

kecemasan penyampaian

Guru berlangsung. dari

guru  akibat
informasi yang kurang optimal hingga soal
tes yang dirasa sulit. Ada 5 (lima)
yang

penyelenggaraan PPPK Tahun 2021 yakni: 1)

permasalahan ditemukan dalam
penyampaian informasi yang kurang optimal,
2) Ketidaksesuaian Data Calon Peserta PPPK
Guru 2021. 3) Kebutuhan formasi tidak
sesuai dengan kondisi lapangan, 4) kebijakan
afirmasi dinilai tidak adil, dan 5) soal tes
seleksi kompetensi dirasa sulit. Sementara itu,
passing grade PPK untuk kompetensi teknis
memenuhi  skor

mengharuskan  peserta

minimal sampai 65 persen padahal jika
guru yang
usiannya sudah tua (https://www.detik.com)

dicermati ikut tes rata-rata

Permasalahan tersebut seharusnya tidak

akan  terjadi  jika  penyelenggaraan

PPPK mengikuti

seperti pertama, pemetaan kebutuhan SDM

penerimaan ketentuan

organisasi sesuai analisis jabatan dan analisis

beban kerja. K/L/PD mendorong pegawai
non ASN/ tenaga honorer untuk melamar
sebagai CPNS dan CPPPK sesuai hasil
pemetaan kebutuhan SDM di instansi tersebut.
Kedua, CPNS dan
CPPPK terhadap pegawai non ASN/tenaga

pelaksanaan seleksi

honorer agar disesuaikan dengan substansi
tugas dan pekerjaan yang disesuaikan dengan
substansi tugas dan pekerjaan yang diemban
selama ini. Ketiga, melakukan
kerjasama/kemitraan dengan swasta Yyang
bergerak di bidang penyaluran tenaga alih
daya (outsourcing).

Berdasarkan fenomena ini, maka dari
itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji
lebih terkait

kebijakan dengan melakukan

mendalam implementasi
penelitian
tentang Implementasi Kebijakan Penerimaan
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) Guru Honorer di Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin”.

Il. METODE

Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode penelitian
kualitatif.

Tahap Persiapan

a. Melakukan melakukan identifikasi
sekolah yang memiliki guru honorer
yang akan mengikuti seleksi PPPK

b. Menetapkan sekolah yang dijadikan
tempat penelitian
berdasarkankeberadaan guru
honorer yang ikut seleksi PPPK
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c. Melakukan observasi awal di satuan
pendidikan untuk mendapatkan data
awal sebelum pelaksanaan
penelitian.

d. Berkoordinasi dengan Dinas
Pendidikan Kabupaten Banyuasin
untuk mendapatkan ijin penelitian
pada satuan pendidikan yang
menjadi kewenangan Dinas
Pendidikan Kabupaten Banyuasin

e. Menghubungi satuan pendidikan dan
melakukan koordinasi dengan
pimpinan satuan pendidikan terkait
pelaksanaan penelitian pada satuan
pendidikan tersebut.

f. Berkoordinasi dengan informan
penelitian sesuai dengan kebutuhan
penelitian.

g. Menyiapkan instrument penelitian
berupa pertanyaan yang akan
diajukan pada informan penelitian

Tahap Pelaksanaan

a. Melakukan obrsevasi lingkungan
satuan pendidikan tempat penelitian
untuk mendapatkan data kondisi
satuan pendidikan

b. Menghubungi pimpinan satuan
pendidikan untuk melaporkan
dimulainya pelaksanaan penelitian

¢. Menghubungi informan penelitian
untuk berkoordinasi kesediaan
waktunya untuk diwawancara oleh
peneliti.

d. Melakukan kegiatan wawancara
sesuai dengan waktu dan tempat
yang telah disepakati dengan
informan penelitian.

e. Menyusun draf hasil wawancara
untuk dilakukan pengecekan atas
materi wawancara yang belum
dipertanyakan pada informan
penelitian.

Tahap Pelaporan

a. Menyusun dokumen hasil
wawancara yang diperoleh dari

hasil wawancara dengan informan
penelitian, hasil observasi dari
pengamatan lingkungan satuan
pendidikan dan dokumen dari hasil
verfikasi dokumen yang relevan
dengan penelitian.

b. Menyusun dokumen laporan hasil
penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini yakni:

1. Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin

2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah

3. Kepala Bidang GTK/PTK

4. Kepala Seksi Penyelenggara Pendidikan di
Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin

5. Panitia pendaftaran Pelayanan PPPK. di
Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin 6.
Kepala sekolah

7. Guru yang pernah atau yang sedang

menjalani tes PPPK

Teknik pengumpulan data merupakan
angkah penting dalam penelitian, karena
langkah utama dari penelitian adalah
mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik
pengumpulan data, maka peneliti tidak akan
mendapatkan data yang memenuhi standar
data yang ditetapkan. Lebih jauh Sugiyono
menjelaskan, dalam penelitian kualitatif,
pengumpulan data dilakukan pada natural
setting (kondisi yang alamiah), sumber data
primer, dan teknik pengumpulan data lebih
banyak pada observasi, wawancara dan
dokumentasi. (Sugiyono, 2019) Penelitian

yang menggunakan alat dan bahan perlu
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ditulis spesifikasi alat dan bahannya.

Spesifikasi alat menggambarkan tingkat
kecanggihan alat yang dipakai. Spesifikasi
bahan juga perlu diuraikan karena penelitian
ulang dapat berbeda dari penelitian pertama
apabila spesifikasi bahan yang dipakai
berbeda. Untuk penelitian kualitatif perlu
ditambahkan uraian mengenai kehadiran
peneliti, subjek penelitian, dan instrumen
beserta cara-cara menggali data penelitian,
lokasi penelitian, dan lama penelitian, serta

pengecekan keabsahan data.

I1l. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi  kebijakan penerimaan
pegawai pemerintah dalam perjalanjian kerja
(PPPK) khusus guru honoreer di Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Banyuasin merupakan tugas yang diberikan
kepada pemerintah kabupaten Banyuasin
melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
bersama Badan

Kepegawaian  Daerah

Banyuasin, maka dalam implementasinya

disesuaikan ~ dengan  ketentuan  yang
ditetapkan  dalam  peraturan  tentang
penerimaan pegawai pemerintah dalam

perjanjian kerja (PPPK) khusus guru honorer.

Berdasarkan hasil wawancara,
yang telah

dilakukan peneliti, selanjutkan dilakukan

observasi dan dokumentasi

analisis hal- hal yang menjadi point-point

penting dalam implementasi kebijakan PPPK

di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Banyuasin dari aspek teori implementasi
kebijakan yang dikemukakan oleh George C
Edwards 11 Struktur

Komunikasi, Sumber Daya, dan Disposisi.

yakni Birokrasi,

a. Struktur Birokrasi

Implementasi  kebijakan penerimaan

pegawai pemerintah dalam perjanjian kerja

guru honorer di Dinas Pendidikan dan

abupaten Kabupaten Banyuasin dipadang

dari  aspek struktur birokrasi  dapat

ikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1) Pada hakekatnya Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Banyasin dan Badan
Kepegawaian Daerah Banyuasin sebagali
organisasi perangkat daerah yang
menunjang pelaksanaan kegiatan
emerintah kabupaten Banyasin memiliki
struktur organisasi yang sangat memadai
disesuaikan dengan kondisi pelayanan
Pendidikan di Tingkat kabupaten
Banyuasin sesuai dengan kewenangan
yang diberikan undang-undang yang
mengatur kewenangan pemerintah
kabupaten dalam menangani pendidikan.
Dengan struktur organisasi ini
memungkinkan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Banyuasin bersama Badan
Kepegawaian Daerah dapat melaksanakan
kegiatan penerimaan PPPK di Kabupaten
Banyuasin.

2) Pelaksanaan Penerimaan PPPK di Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin
didahului dengan pemetaan kebutuhan
guru dan jumlah kekurangan guru yang
ada di Kabupaten Banyuasin, dengan
pemetaan kebutuhan dan kekurangan ini
menjadi langkah yang tepat untuk
menentukan keputusan kebutuhan
pegawai PPPK yang mengisi lowongan
pekerjaan guru yang ada. Pemetaan
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kebutuhan saja dilakukan atas dasar
kuatitas guru yang dibutuhkan tetapi juga
dilakukan pemetaan jenis guru yang
mengampu mata pelajaran agar guru
tersebut dapat bekerja sesuai dengan
jenjang pendidikan dan kompetensi yang
dimilikinya.

3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Banyuasin bersama Badan Kepegawaian
Daerah Banyuasin selalu menyampaikan
informasi yang terstruktur dari unsur
pimpinan sampai kepada staf pelaksana
kegiatan.

4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
melakukan koordinasi antar organisasi
perangkat daerah dalam hal ini Badan
Kepegawaian Daerah Banyuasin bahkan
lebih jauh dilakukan dengan pihak
Kementerian Pendidikan Kebudayaan
Riset dan Teknologi dengan tujuan agar
informasi kebijakan PPPK dapat diterima
secara lengkah dan utuh sehingga Ketika
informasi ini dilanjutkan ketingkat
masyarakat atau satuan pendidikan dapat
dipahami dengan baik.

5) Implementasi kebijakan PPPK di Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin
dilakukan proses sinkronisasi data dengan
pihak Badan Kepegawaian Daerah
Banyuasin dan Kementerian Pendidikan
Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan dengan maksud agar data-
data guru honorer dapat dipertanggung
jawabkan.

6) Pelaksanaan penerimaan PPPK Guru
honorer di Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Banyuasin tidak dilakukan
sendiri oleh Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Banyuasin tetapi
berkolaborasi dengan satuan pendidikan
yang memiliki dukungan sarana prasarana
komputer sehingga ditetapkan sebagai
tempat ujian kompetensi.

Berdasarkan analisis data  hasil

penelitian tersebut dapat ditegaskan bahwa

aspek struktur birokrasi
kebijakan PPPK di
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

untuk mengkaji

implementasi Dinas

Banyuasin  public  dilakukan  dengan
mengikuti standar pelaksanaan yang telah
ditentukan  dalam  penerimaan  PPPK.
Organisasi  Perangkat daerah  (OPD)

melakukan dengan prosedur perencanaan
yang fleksibel dan kontrol atas program yang
bersifat fleksibel lebih dapat

yang

mungkin

menyesuaikan ~ tanggung  jawab
diberikan oleh pemerintah pusat.
Disamping itu aspek struktur birokrasi
terwujud melalui perilaku dan tindakan dari
pegawai atau panitia pelaksana dalam
melakukan koordinasi internal pemerintah
Kabupaten Banyuasin dan koordinasi lintas
organisasi dalam hal ini koordinasi dengan
kementerian Pendidikan kebudayaan riset
dan teknlogi melalui Diretorat Jenderal Guru
dan tenaga Kependidikan sehingga tujuan

penerimaan PPPK dapat dicapai.

b. Komunikasi

Aspek komunikasi dalam implementasi
penerimaan PPPK sangat penting agar tujuan
penerimaan PPPK berhasil, hal ini dapat
dilihat dari pola komunikasi yang dibangun
dan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Banyuasin antara lain:

1) Komunikasi yang dilakukan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Banyuasin dengan pola komunikasi
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internal dengan Badan Kepegawaian
Daerah Banyuasin dan komunikasi
dengan pihak Kementerian Pendidikan
Kebudayaan Riset dan Teknologi yang
menunjang implementasi kebijakan
penerimaan PPPK.

2) Penerimaan PPPK Guru honor di Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Banyuasin tidak hanya diketahui oleh
guru semata tetapi masyarakat luas pun
memiliki hak yang sama untuk
memperoleh informasi tentang
pelaksanaan kebijakan PPPK ini, maka
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Banyuasin melakukan komunikasi dengan
sosialisasi kebijakan PPPK, mengatakan
pertemuan- pertemaun dengan unusr
pemangku kepentingan seperti kepala
sekolah dan guru.

3) Implementasi kebijakan penerimaan
PPPK juga dikomunikasi melalui media
sosial dan web site resmi Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin
bersama dengan Badan Kepegawaian
Daerah Banyuasin.

4) Komunikasi juga dibangun dengan panitia
nasional penerimaan PPPK untuk
mencegah hal-hal yang tidak terduga
terjadi selama proses penerimaan PPPK
guru honor di Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Banyuasin.

Aspek komunikasi merupakan sarana
untuk menyebarluaskan informasi tentang
kebijakan PPPK maka berdasarkan hasil
wawancara dan penelusuran dokumen pada

Pendidikan  dan
Kabupaten Banyuasin dapat dikatakan bahwa

Dinas Kebudayaan
komunikasi sudah memuat unsur transmisi
informasi yang tidak terbelit-belit, kejelasan
infromasi, dan konsisten komunikasi yang
dilakukan

maupun

oleh panitia penyelenggara

unsur pimpinan ke bawahan

sehingga arus informasi dapat diserap dengan
baik oleh sekolah, guru, dan masyarakat

umum tentang penerimaan PPPK.

c. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian diketahui
bahwa sumber daya yang dimanfaatkan
implementasi kebijakan PPPK di
Pendidikan  dan

dalam

Dinas Kebudayaan

Banyuasin dapat ditegaskan bahwa:

1) Implementasi kebijakan penerimaan
PPPK di Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Banyuasin didukung oleh
terbentuknya Panitia Penyelenggara yang
bertugas dan bertanggung jawab secara
khusus untuk menangani implementasi
kebijakan tersebut.

2) Sumber daya manusia yang ditempatkan
atau ditugaskan dalam panitia
penyelenggara penerimaan PPPK
memiliki kemampuan dan kompetensi
dalam mehamai aturan dan melaksanakan
aturan penerimaan PPPK.

3) Sumber daya sarana dan prasarana dalam
mendukung implementasi kebijakan
penerimaan PPPK di Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Banyuasin cukup
memadai dengan sarana Komputer dan
jaringan internet yang mendukung
pelaksanaan penerimaan PPPK yang
didukung oleh tempat kegiatan dan
sekolah.

4) Sumber daya pembiayaan sangat
mendukung implementasi kebijakan
penerimaan PPPK ini hal ini dapat
dibuktikan dengan ketersediaan
pembiayaan yang dianggarkan dalam
PBD Kabupaten Banyuasin.

Sumber daya merupakan faktor yang

memberikan  kontribusi  penting dalam

implementasi kebijakan penerimaan PPPK di

297


http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/BINDO/index
https://doi.org/10.23960/J-Simbol

J-Simbol: Jurnal Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Vol.12 No.2, September 2024 | | Halaman: 290—303
Pranala Jurnal: http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/BINDO/index

P-ISSN: 2355-4061 E-ISSN: 2830-5256 | | DOI Jurnal: https://doi.org/10.23960/J-Simbol

Pendidikan dan

Banyuasin, hal ini

Dinas Kebudayaan
dilihat

penempatan pegawai untuk melaksanakan

dapat dari
kegiatan tersebut yang memiliki kompetensi
dalam memahami aturan tentang kebijakan
PPPK, selain itu informasi yang berhubungan
dengan cara melakukan implementasi
kebijakan sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur (SOP) yang dijadikan acuan oleh
penitia pelaksana. Implementasi kebijakan
penerimaan PPPK tidak lepas dari keputusan-
keputusan maka  kewenangan  untuk
pengambilan keputusan berbentuk formal
agar mudah dimengerti dan jelas. Wewenang

ini bertujuan untuk legitimasi dan tidak

menganggu jalannya implementasi kebijakan.

Sementara sumber daya sarana untuk
implementasi kebijakan seperti komuputer,
jaringan internet yang memadai menjadi
bagian yang penting bagi keberhasilan

implementasi kebijakan penerimaan PPPK.

d. Disposisi
Implementasi

PPPK Guru Honor di Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Banyuasin sangat ditentukan

kebijakan penerimaan

oleh pola prilaku dan tindakan pegawai
sebagai pelaksana kegiatan maka berdasarkan
hasil penelitian dapat dianalisis hal-hal yang
berkaitan dengan aspek disposisi antara lain:

1) Panitia penyelenggara implementasi
kebijakan penerimaan PPPK yang
ditempatkan oleh Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Banyuasin memiliki sikap
positif dan responsive terhadap tugas
yang diberikan, hal ini ditunjukan dengan
sikap pegawai pada saat menerima
pendaftaran pelamar PPPK.

2) Kegiatan pelakasanaan penerimaan PPPK
sesuai dengan hasil wawancara dengan
unsur pimpinan dinas diketahui mendapat
dukungan dana operasional yang
dianggarkan dalam APBD Pemerintah
Kabupaten Banyuasin melalui DIPA
Dinas Pendidikandan dan Kebudaya
Banyuasin dengan keberadaan
pembiayaan ini dapat memberikan
insentif bagi panitia pelaksanaan.

Kendala dan Solusi Implementasi
Kebijakan Penerimaan Pegawai
Pemerintah Dalam Perjanjian Kerja
(PPPK) Guru Honorer Di Dinas
Pendidikan Kabupaten Banyuasin.

Implementasi  kebijakan penerimaan
pegawai pemerintah dalam perjanjian kerja
(PPPK) guru honorer di Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten
baik

pelaksanaan terdapat juga kendala-kendala

Banyuasin

terlaksana dengan namun dalam
yang yang dihadapi oleh peserta PPPK.
Kendala tersebut lebih kepada aspek sumber
daya sarana prasarana seperti komputer,
server yang error dan stabilitas jaringan
internet. Sumber daya sarana prasarana
merupakan salah satu faktor pendukung
implementasi kebijakan penerimaan PPPK
karena peserta PPPK yang akan mengikuti tes
masuk PPPK menggunakan sistim on line
sehingga membutuhkan perangkat komputer

dengan kriteria tertentu dan jaringan internet
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yang stabil agar proses pengiriman data dapat
dilakukan dengan sempurna.

Berkaitan ~ dengan  kenla-kendala

tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Banyuasin bersama Badan

Kepegawaian Daerah Banyuasin mengambil
langkah antisipasi dengan cara:

a. Melakukan koordinasi dengan pihak
panitia seleksi nasional (Panselnas)
penerimaan PPPK yakni Direktorat
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

b. Memberikan perpanjangan waktu bagi
peserta yang mengalami kendala jaringan
dan server yang mengalami gangguan.

Solusi tersebut memberikan dampak
PPPK

terutama kenyamanan dalam mengikuti

psikologis pada peserta seleksi
kegiatan PPPK karena peserta tidak merasa
dirugikan dan tidak khawatir dengan adanya
gangguan internet dan server yang error.
Solusi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Banyuasin dan badan
Kepegawaian Daerah Banyuasin merupakan
yang tidak

mekanisme mitigasi terhadap pelaksanaan

bagian terpisahkan  dari
kegiatan penerimaan PPPK dan Solusi itu
sebagai bentuk tanggung jawab panitia

penyelenggara  sehingga  implementasi
kebijkan penerimaan PPPK guru honorer di
Pendidikan  dan

Kabupaten Banyuasin berhasil dengan baik.

Dinas Kebudayaan
129 pelamar PPPK. Sebagaimana pendapat
Aldani
Florence D. J. Lengkong dan Salmin Dengo

Somad dalam Hafis Posangi,

2020) yang  mengemukakan  bahwa
komunikasi merupakan suatu aktivitas atau
peristiwa  tranmisi  informasi,  yang

merupakan proses penyampaian informasi
antara individu dengan individu atau individu
dengan kelompok, melalui sistem simbol
yang umum digunakan seperti pesan verbal

dan ulisan serta melalui isyarat atau simbol

lainnya.
IV. SIMPULAN

Berdasarkan  analisis data  dan
pembahasan dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. Implementasi kebijakan penerimaan

Pegawai Pemerintah dalam Perjanjian Kerja
(PPPK) Guru Honorer di Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Banyuasin sudah berjalan
baik

pelaksanaan penerimaan PPPK. Hal ini dapat

dengan sesuai  dengan aturan

dilihat dari indikator sebagai berikut :

a. Struktur birokrasi sebagai dimensi yang
mempengaruhi implementasi kebijakan
telah berjalan dengan baik ditandai
dengan pembagian tugas dan kewenangan
dalam melaksanakan kegiatan penerimaan
PPPK.

b. Sumber Daya yang merupakan dimensi
yang mendukung implementasi kebijakan
penerimaan PPPK guru honorer di Dinas
pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin
telah dioptimalkan pemanfaatan seperti
SDM yang berkompeten yang ditugaskan
menjadi panitia seleksi daerah (Panselda),
sumber daya sarana prasarana yang
memadai, dan sumber daya pembiayaan
yang dianggarkan melalui dana APBD
Kabupaten Banyuasin.
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¢. Komunikasi dalam implementasi
kebijakan penerimaan PPPK Guru
Honorer di Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Banyuasin telah mendorong
semua pihak untuk berperan aktif dalam
pelaksanaan penerimaan PPPK karena
komunikasi yang dibangun didasarkan
aspek transmiimisi, kejelasan informasi,
dan konsistensi informasi yang
disampaikan. Strategi komunikasi yang
dilakukan dengan bantuan teknologi
melalui web site, komunikasi secara
manual melalui pertemuan-pertemuan
maupun rapat-tapat internal.

d. Disposisi merupakan dimensi yang
mendukung implementasi kebijakan
penerimaan PPPK, hal ini dibuktikan
dengan sikap kooperatif Panselda,
proaktif para pimpinan dinas/intansi
untuk melaksanakan tugas dengan penuh
rasa tanggung jawab.

2.  Kendala dan
implementasi kebijakan PPPK guru honorer
Pendidikan dan

Banyuasin pada aspek sarana prasarana

sosialisasi  dalam

di Dinas Kebudayaan
seperti komputer yang tidak berfungsi, sinyal
jaringan internet yang terganggu dan server
yang error, namun kendala tersebut dapat di
atasi dengan Solusi yang dilakukan antara
lain:

a. Panselda melakukan komunikasi dan
koordinasi dengan Panselnas.

b. Memberikan perpanjangan waktu kepada
peserta seleksi PPPK.

c. Melakukan tes secara bergantian dengan
menggunakan komputer yang baik dan
bisa dioperasikan.
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